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ABSTRAK

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENCATATAN
NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARIMUN
KABUPATEN KARIMUN

Sunarto Agung Budi Purnomo
titoukiirtan{vahoo.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kata kunci: kualitas pelayanan publik, pencatatan nikah dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karimun

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan
publik bidang pencatatan nikah pada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun. Kualitas pelayanan publik tersebut ditinjau dari
indikator tangibles, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy juga factor-
faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan public. Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah wawancara kepada informan, observasi dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang pencatatan
nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ternyata terdapat
kelemahan-kelemahan sehingga belum optimal.

Indikator tangibles, belum adanya fasiltas sarana dan prasarana yang
nyaman. Indikator reliability, masih terdapat prosedur pelayanan yang tidak sesuai
dengan aturan. Indikator responsiveness, daya tanggab petugas yang lambat,
terhadap kebutuhan pelanggan, aspek assurance, masih belum tepatnya waktu
penyelesian pelayanan, indikator emphaty, perhatian petugas rendah, pelayanan
yang diskriminatif.

Factor-faktor yang empengaruhi kualitas pelayanan publik adalah
minimnya anggaran, minimnya sumber daya manusia, minimnya ketrampilan,
kompetensi petugas, dan sistem yang belum berjalan semestinya

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun agar menambah anggaran, menambah
pegawai sesuai kualifikasi pendidikan, meningkatkan skills melalui pendidikan dan
latihan atau memberikan pendidikan yang lebih tinggi, melaksanakan sistem,
mekanisme dan prosedur pelayanan.

Xii
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ABSTRACT

PUBLIC SERVICE QUALITY ANALYSIS IN THE FIELD OF MARRIAGE
REGISTRATION AT RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF KARIMUN
DISTRICT

Sunarto Agung Budi Purnomo
titoukiirfan@yahoo.com

Post Graduate Program
Terbuka University

Keywords: quality of public services, registration of marriage in the Religious
Affairs Office of Karimun District

Purpose of this research is to analyze the quality of public services in the
field of marriage registration at Religious Affairs Office of Karimun District. The
quality of public services in terms of indicators of tangibles, responsiveness,
reliability, assurance, and empathy are also factors that influence the quality of
public services. This research uses descriptive qualitative research. Data collection
techniques in this research is to informant interviews, observation and
documentation. Results of the study revealed that the quality of public services in
the field of marriage registration Religious Affairs Office District of Karimun turns
out there are weaknesses that have not been optimal.

Indicators tangibles, lack of facilities and infrastructure facility
comfortable. Indicators of reliability, there is still a service procedure that does not
comply with the rules. Indicators responsiveness, power tanggab officers were slow
to customer needs, assurance aspects, still not exactly time service, indicators of
empathy, concern lower officers, service discriminatory.

Factors that empengaruhi quality of public services is the lack of budget, lack of
human resources, lack of skills, competence of personnel, and the system is not
running properly

In order to improve e quality of public services in the field of marriage
registration at Religious Affairs Office of Karimun District in order to increase the
budget, adding employees as educational qualifications, improve skills through
education and training or providing higher education, implement systems,
mechanisms and procedures

xil
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Karimun
1. Sejarah Singkat Kecamatan karimun

Kecamatan Karimun merupakan satu dari 12 (dua belas) kecamatan
yang berada di wilayah Kabupaten Karimun. Kecamatan Karimun Sebelumnya
merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau yang membawahi 4 (empat)
kecamatan:

a. Kecamatan Tanjung Pinang
b. Kecamatan Karimun

c. Kecamatan Lingga

d. Kecamatan Pulau Tujuh

Dengan semangat Otonomi Daerah yaitu pada Tanggal 12 Oktober
1999, merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Kecamatan Karimun,
Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur, dimana telah Terbitnya Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten, yang salah
satunya adalah Kabupaten Karimun yang membawahi 3 (tiga) kecamatan, yaitu
Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur.

Dari empat kecamatan tadi oleh pemerintah Daerah kemudian
dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, dan pada Bulan Juli Tahun 2012
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Karimun kembali
lagi dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, dan Kecamatan Karimun yang

tadinya 6 (enam) Desa/Kelurahan, dan di Tahun 2012 menjadi 9 (sembilan)

57
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Desa/Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan yaitu Desa Parit,
Desa Tulang, Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Sei Lakam
Timur, Kelurahan Lubuk Semut, Desa Selat Mendaun, Kelurahan Tanjung Balai

Kota, Kelurahan Sei Lakam Barat.

2. Geografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten karimun yang
diambil dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah Kecamatan
Karimun terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah keseluruhan pulau di
Kecamatan Karimun ada 24 pulau yaitu: Tikus, Nipah, Batu, Iban, Kenipan,
Kambing, Nangka, Anak nangka, Rengat Besar, Rengat Kecil, Sungkop, Sunti,
Dua, Tanjung Sembilan, Lumut, Parit, Tulang, Pandan Kecil, Pandan Besar, Anak
Kenipan, Anak Kenipan Batu, Setunak, Ketam, Karimun.

Kecamatan Karimun terletak di salah satu Pulau Besar yaitu Pulau
Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Utara : Kecamatan Tebing dan Negara Malaysia
b. Selatan :Kecamatan Buru
¢. Barat : Kecamatan Meral
d. Timur  :Negara Singapore dan Kota Batam

Wilayah Kecamatan Karimun yang tersebar di beberapa pulau-pulau besar
dan kecil tersebut menyebabkan jarak tempuh antara ibukota kecamatan dengan
ibukota desa/kelurahan berbeda-beda. Konsekuensi logis dari wilayah yang terdiri
dari pulau-pulau maka transportasi yang lazim digunakan juga bermacam-macam

yaitu kapal fery, speed boat, kapal pompong (kayu).
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3. Demografi
Berdasarkan data Demografi Kecamatan Karimun di akhir Tahun 2015
jumlah penduduk Kecamatan Karimun adalah 56.525 jiwa terdiri dari 29.237 laki-

laki dan 27.290 perempuan, seperti tertera pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinei Per Desa/
Kelurahan di Kecamatan Karimun Tahun 2015
No | Desa/Kelurahan Jul;?]l:h Lak(l% ) Jul::;:;:l ualz% ) Jumlah
R 3) @ | O © D
1 | Parit 51.00 821 49.00 100
| 2 | Sel.Mendaun 477 52.42 433 47.58 100
3 | Tulang 737 51.80 687 48.20 100
4 | Tg.Balai 3188 52.00 2942 48.00 100
5 | Tg.Balai Kota 3272 49.60 3327 50.40 100
6 | Teluk Air 3972 52.00 3724 48.00 100
7 | Sei Lakam Timur 6366 51.43 6011 48.57 100
8 | Sei Lakam Barat 7591 53.00 857 47.00 100
9 | Lubuk Semut 2777 51.00 2674 49.00 100
Jumlah 29.237 52.00 | 27.290 48.00 100

Sumber : Data Kantor Kecamatan Karimun

4. Pemerintahan

Terbentuknya kecamatan Karimun merupakan suatu upaya untuk
mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi
eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan
kemasyarakatan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun
tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial
budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat

Wilayah Kecamatan Karimun meliputi desa dan kelurahan yaitu Desa
Parit, Desa Selat Mendaun, Desa Tulang, Kelurahan Tg.Balai, Kelurahan Tg.Balai

Kota, Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kelurahan Sei Lakam
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Barat, dan Kelurahan Lubuk Semut. Desa/kelurahan tersebut terbagi menjadi RW

dan RT dengan luas wilayah seperti tertera pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Nama-Nama Desa/Kelurahan dan Ibukotanya, Luas Wilayah,
RT, dan RW di Kecamatan Karimun Tahun 2015

No | Desa/Kelurahan | Ibukota Luas Wilayah | RW | RT
(KM2)

] G) @1 6 ©] @
1 | Pant Parit 18 0 8 18
2 | Sel.Mendaun Sel.Mendaun 7 0 4 10
3 | Tulang Tulang 18 0 4 8
4 | Tg.Balai Tg Balai 1 0 3 12
5 | TgBalat Kota Tg.Balai 1 0 7 30
6 | Teluk Air Teluk Air 3.7 0 2 13
7 | Sei Lakam Timur | Sei Lakam 1 0 5 19
8 | Sei Lakam Barat Sei Lakam 5 0 3 17
9 | Lubuk Semut Lubuk Semut 3.2 0 3 12

Kec. Karimun 57.9 | 13.352 39 139

Sumber : BPS Kabupaten Karimun
Penduduk Kecamatan Karimun yang tersebar pada Desa dan Kelurahan
yang terbagi menjadi RW dan RT berjumlah 56.525 jiwa dengan rincian seperti
tertera pada Tabel 4.3 di bawabh ini.

Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga, Dusun, RW dan RT di
Kecamatan Karimun Tahun 2015

No Desa/Kelurahan Penduduk | Rumah RT RW
Tangga
O 3) (4) ) 6) |
1 Parit 1.678 505 8 18
2 Sel.Mendaun 910 270 4 10
3 Tulang 1.425 381 4 8
4 Tg.Balai 611 1.727 3 12
5 Tg.Balai Kota 6.594 1.635 7 30
6 Teluk Air 7.699 1.910 2 13
7 Sei Lakam Timur 1.2377 2.471 5 19
8 Sei Lakam Barat 1.4281 3.173 3 17
9 Lubuk Semut 5.451 1.380 3 12
Jumlah 56.525 13.453 39 139
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Sumber : Data Kantor Kecamatan Karimun

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan yang tinggi dapat dijadikan indikator tingginya kualitas penduduk suatu
daerah. Dengan tingginya kualitas penduduk dalam bidang pendidikan, maka
akan lebih cepat pula dalam pencapaian kemajuan dalam segala aspek kehidupan.

Di Kecamatan Karimun terdapat 20 Sekolah Dasar (SD) sederajat.10
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat, dan 6 Sekolah Menengah
Umum (SMU/SMK/MA). Staffing rasio untuk Sekolah Dasar, SLTP, SMU,
masing-masing adalah 16, 15, dan 15. Dengan demikian setiap satu orang
guru/pendidik rata-rata mengajar 16 siswa pada jenjang Sekolah Dasar, 15 siswa
pada jenjang Sekolah lanjutan tingkat pertama, dan 15 siswa pada jenjang sekolah

menengah umum.

6. Agama

Sebagai daerah yang masyarakatnya heterogen, kehidupan beragama yang
beraneka ragam tentulah merupakan suatu fenomena yang dapat kita lihat pada
masyarakat, termasuk masyarakat Kecamatan Karimun. Data statistik di bidang
keagamaan menyajikan data banyaknya tempat peribadatan, banyaknya penduduk
yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, dan persentase penduduk
menurut agama yang dianut. Jumlah penduduk di Kecamatan Karimun
berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.4

berikut in1.
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Karimun Berdasarkan Agama

pada Tahun 2015
No Agama Jumlah Prosentase
1 Islam 39.953 78.75
2 Protestan 2.858 5.63
3 Katolik 763 1.50
4 Hindu 17 0.03
5 Buddha 7.024 13.84
6 Konghuchu 124 0.24
Jumlah 50.739 100

Sumber : BPS Kab. Karimun

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa penduduk yang

beragama Islam pada Kecamatan Karimun mempunyai prosentase yang paling

tinggi. Hal ini berarti peristiwa terjadinya pernikahan di Kecamatan Karimun juga

tinggi.

Tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam pada Kecamatan

Karimun juga diimbangi dengan banyaknya tempat ibadah pada Kecamatan

Karimun. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Agama dan Desa/Kelurahan di

Kecamatan Karimun Tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5  Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Agama dan Desa/Kelurahan di
Kecamatan Karimun Tahun 2015
Desa/Kelurahan Rumah Ibadah
Masjid | Surau | Mushala | Gereja | Vihara

(1) (2) 3) (4) &) (6)

1. Parit 2 1 0 0 0
2. Sel.Mendaun 2 2 0 0 0
3. Tulang 2 2 0 0 0
4. Tg.Balai 4 3 2 1 0
5. Tg.Balai Kota 4 2 6 | 3
6. Teluk Air 4 2 0 0 1
7. Sei Lakam Timur 3 2 2 1 1
8. Sei Lakam Barat 4 5 3 0 0
9. Lubuk Semut 4 2 0 1 1
Jumlah 29 21 15 4 6

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun
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B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun
1. Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Karimun

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun berdiri berdasarkan KMA
Nomor 381 Tahun 2001 dan mempunyai unit kerja Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan berjumlah 3 yaitu KUA Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro. Oleh
karena itu KUA Kecamatan Karimun merupakan salah satu Kantor Urusan Agama
tertua di Kabupaten Karimun.

Seiring dengan perkembangan/pemekaran wilayah Kabupaten Karimun,
Kementerian Agama sebagi intansi vertikal yang mempunyai unit kerja di tingkat
kecamatan juga mengalami perkembangan. Beberapa peraturan tentang pemekaran
Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan
Agama Kecamatan. KUA Kecamatan di Kabupaten Karimun terdiri dari KUA
Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro

b. KMA Nomor 323 Tahun 2002 tentang pembentukan 363 (tiga ratus enam
puluh tiga) KUA Kecamatan. KUA Kecamatan di Kabupaten Karimun
bertambah terdiri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Tebing, Buru,
dan Kundur Utara.

c. KMA Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembentukan 342 (tiga ratus empat puluh
dua) KUA Kecamatan. KUA Kecamatan di Kabupaten Karimun bertambah
yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat.

d. PMA Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan KUA Kecamatan di
Provinsi Kepulauan Riau. KUA Kecamatan Kabuapaten Karimun bertambah

yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai.
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e. KMA Nomor 10 Tahun 2015 tentang pembentukan KUA Kecamatan Tahun
2015 di Kabuapaten Karimun yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral
Barat.

f.  Saat ini masih terdapat 2 (dua) Kantor Urusan Agama kecamatan yang belum
terbit KMA/PMA, yaitu KUA Kecamatan Ungar dan Belat.

Dengan demikian jumlah Kantor Urusan Agama kecamatan di Kabupaten

Karimun saat ini berjumlah 10 (sepuluh) Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kundur, Moro, Meral, Tebing, Buru,

Kundur Utara, Kundur Barat, Durai dan Meral Barat.

2. Tujuan, sasaran dan kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Karimun
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun mempunyai tujuan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan
nikah rujuk.

d. Meningkatkan kualitas, akurasi dan validitas dokumentasi dan statistik.

e. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.

f. Mengoptimalkan pelayanan dan pembinaan wakaf dan ZIS.

g. Mengoptimalkan pembinaan kemasjidan dan kemitraan umat Islam.

h. Mengoptimalkan pelayanan informasi dan pembinaan haji.
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i.  Meningkatkan kualitas penyuluhan Agama Islam dan pembinaan serta
bimbingan Syari’ah.

j. Mengoptimalkan peran dan fungsi KUA pada lintas sektoral dan peran
lembaga keagamaan dalam pemberdayaan umat dan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun mempunyai sasaran Kerja

sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan
nikah rujuk.

d. Meningkatnya kualitas, akurasi dan validitas dokumentasi dan statistik.

e. Meningkatnya pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.

f. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan wakaf dan ZIS.

g. Meningkatnya pembinaan kemasjidan dan kemitraan umat Islam.

h. Meningkatnya pelayanan informasi dan pembinaan haji.

i. Meningkatnya kualitas penyuluhan Agama Islam dan pembinaan serta
bimbingan Syari’ah.

J.  Meningkatnya peran dan fungsi KUA pada lintas sektoral dan peran lembaga

keagamaan dalam pemberdayaan umat dan masyarakat.

3. Visi, Misi dan Kode Etik
a. Visi
Secara etimologi kata Visi berasal dari bahasa Inggris Vision yang berarti

pandangan, penglihatan dan impian.Visi ialah suatu pernyataan tentang gambaran
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keadaan dan karakteristik, cita-cita atau impian yang ingin dicapai oleh suatu
lembaga pada jauh dimasa yang akandatang. Adapun Visi KUA Kecamatan
Karimun adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Karimun yang Taat Beragama,
Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin, dalam rangka mewujudkan
Kecamatan Karimun, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”
b. Misi
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga
atau institusi dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah di tetapkan. Maka untuk
mewujudkan visi tersebut, KUA Kecamatan Karimun telah menetapkan 5 (lima)
misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam.
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk.
3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji,
Pengembangan Zakat dan Wakaf.

4) Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Umat.

5) Meningkatkan Peran KUA pada Koordinasi Lintas Sektoral.

c. Kode Etik

Kode Etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam
melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau
tata cara sebagai pedoman berperilaku. Berkaitan dengan itu Kode Etik KUA

Kecamatan Karimun selaras dengan kode etik pegawai Kementerian Agama,
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sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 421 Tahun
2001, yaitu:
Kami Pegawai Departemen Agama Yang Beriman dan Bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa:

1) Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa

2) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat

3) Bekerja dengan jujur. adil dan amanah

4) Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inofatif

5) Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps

4. Struktur Organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-
unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya
pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang
dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai
spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian
laporan.

Struktur organisasi kecamatan berdasarkan KMA Nomor 39 Tahun 2012
bahwa KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA, yang bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Dalam
pelaksanaan tugas Kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus yaitu

penghulu dan pejabat fungsional umum yang membidangi pelayanan administrasi
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dan kerumahtanggaan KUA. Struktur organisasi KUA Kecamatan Karimun seperti
tertera pada Bagan 4.1 di bawah ini.

Bagan 4.1: Bagan Organisasi KUA Kecamatan Karimun

Kepala KUA
Petugas Tata Usaha /
Pengolah Data
Kepenghuluan Kemasjidan Keluarga sakinah Zawaibsos

Sumber: KUA Kec. Karimun
b. Kedudukan, Tugas dan fungsi
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA
merupakan unit pelaksanan teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA berkedudukan di wilayah
kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas KUA menyelenggarakan fungsi:
Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
1) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi
manajemen KUA
2) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
3) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
4) Pelayanan bimbingan kemasjidan.

5) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
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6) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5. Tata Kerja
Dalam pelaksanaan tugas, Kepala KUA wajib memperhatikan pedoman/tata
kerja KUA, sebagai berikut:

a. Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA
maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.

b. Kepala KUA bertanggungjawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

c. Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program serta
kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan
menerpkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

d. Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan tata hubungan dan
membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain terkait.

e. Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan
pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f. Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja,
memayuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara

berjenjang dan berkala.
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6. Tugas Pejabat fungsional khusus dan umum
a. Penghulu
Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan
kepenghuluan. Dengan rincian tugas penghulu sebagai berikut:
1) melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,
2) pengawasan pencatatan nikah/rujuk,
3) pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk,
4) penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk,
5) pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
6) pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah,
7) pembinaan keluarga sakinah,
8) pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan
kepenghuluan,
9) melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan, serta

10) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

b. Penyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen

KUA

Penyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi
manajemen KUA dengan tugas sebagai berikut:

1) Melakukan entri dan edit data pendaftaran nikah berbasis komputer.
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2) Mencetak kutipan akta nikah.

3) Menulis Buku Kutipan Akta Nikah.

4) Mencetak register nikah.

5) Membuat laporan peristiwa nikah.

6) Membuat perencanaan pengambilan stok kutipan Akta Nikah.
7) Membuat laporan stok kutipan Akta Nikah.

8) Merekap data keluarga sakinah.

9) Merekap data masjid, mushola, surau.

¢. Petugas tata usaha dan rumah tangga KUA.

Petugas tata usaha dan rumah tangga KUA adalah melaksanakan tugas
administrasi, ketatausahhaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan serta
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
dengan rincian tugas sebagai berikut:

1) Ketatalaksanaan kearsipan (surat masuk dan keluar)

2) Pengolahan, Perawatan dan pemeliharaan arsip

3) Pelayanan dan publikasi kearsipan

4) Melayani kebutuhan pimpinan/ atasan yang berkaitan dengan tugas kantor
5) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan

6) Mencatat pendaftaran nikah.

7) Membuat rekomendasi pindah nikah.

8) Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah.

9) Membuat daftar hadir pegawai

10) Merekap data jumlah penduduk dan lain-lain.
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11) Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan
legalisir.

12) Memelihara kebersihan dan keamanan kantor beserta lingkungannya.

13) Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan.

14) Pendistribusian blanko NR.

15) Melayani legalisasi kutipan akta nikah.

16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

17) Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

d. Petugas bimbingan keluarga sakinah
Petugas bimbingan keluarga sakinah dengan tugas sebagai berikut:
1) Melakukan pendataan keluarga sakinah.
2) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan keluarga sakinah.
3) Mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang
berhubungan dengan keluarga sakinah.
4) Mengumpulkan dan menyimpan data keluarga sakinah.
5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

e. Petugas bimbingan kemasjidan

Petugas bimbingan kemasjidan dengan tugas sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan prosedur pendirian tempat ibadah
2) Melakukan pendataan masjid dan mushalla/ langgar

3) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan
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4) Mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang
berhubungan dengan kemasjidan

5) Mengumpulkan dan menyimpan data kemasjidan.

6) Melaksanakan tugas khusus yang diberika oleh atasan, dan

7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

f. Petugas bimbingan pembinaan syariah

Petugas bimbingan pembinaan syariah dengan tugas sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Kerja Operasional bimbingan Pem'binaan Syari’ah.

2) Membantu menyelenggarakan administrasi pembinaan syariah dan hisab
rukyat.

3) Melayani konsultasi perorangan/kelompok tentang  berbagai masalah
keagamaan.

4) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, wakaf dan ibadah
sosial.

5) Mencatat, mengagendakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang
berhubungan dengan zakat, wakaf dan ibadah sosial.

6) Mengumpulkan dan menyimpan data zakat, wakaf dan ibadah sosial.

7) Mendata jumlah jamaah calon haji.

8) Membantu pelaksanaan manasik jamaah calon haji.

9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
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7. Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Karimun

Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang
sangat vital dalam organisasi baik organisasi publik maupun privat (swasta).
Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk
kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh
manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
institusi/organisasi. Oleh karena itu organisasi/institusi diharapkan memiliki
pegawai yang cukup sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam menunjang
pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karimun juga didukung oleh pegawai sesuai dengan kompetensinya. Jumlah
pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun terdiri dari 1 orang Kepala, 1
orang pegawai tata usaha dan 1 orang tenaga honorer pramubhakti, seperti tertera
pada Tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai KUA Kecamatan Karimun

No Jabatan Pendidikan Jumlah

§)) 2) 3) 4)

1 Kepala S1, Syariah 1

2 Tata Usaha /Pengolah | S1, Informatika 1
Data

3 Pramubhakti SMA 1
Total

Sumber : KUA Kec. Karimun

8. Sarana dan Prasarana Kantor
Gedung KUA Kecamatan Karimun terletak di atas tanah seluas 180 m?
dengan luas bangunan 140 m? dengan status hak milik sejak tahun 2008. Bangunan

digunakan sebagai kantor utama untuk kegiatan pelayanan, terdiri dari 4 ruangan
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vang digunakan untuk 1) ruang pelayanan umum, pendaftaran nikah dan

administrasi/pengolah data, 2) ruang kepala, 3) balai nikah 4). pantri/ dapur.

Dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas

sehani-hari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun dilengkapi dengan sarana

prasarana terutama bidang administrasi pencatatan nikah. Sarana prasarana kerja

merupakan alat yang dipergunakan pegawai dalam menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas sehingga dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Adapun sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun

seperti tertera pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan

Karimun
No Nama Barang Jumlah
01 | Papan Nama 4 buah
02 | White board 1 buah
03 | Meja kerja kayu 4 buah
04 | Kursi besi 1 buah
05 | Kipas angin 2 buah
06 | Monitor 1 buah
07 |Peta 1 buah
08 | Sice 2 buah
09 | Lambang Garuda Pancasila 1 buah
10 | Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 buah
11 | Gorden/Kray 1 buah
12 | Rak Kayu 1 buah
13 | Brankas 1 buah
14 | Camera Digital 1 buah
15 | Mesin Scanning 1 buah
16 |PC 1 unit I buah
17 |CPU 1 buah
18 | Montitor L 1 buah
19 | Printer 1 buah
20 | Finger print kits | buah
21 | Lemari besi metal 2 buah
22 | Kursi besi metal 2 buah
23 | Meja komputer 2 buah
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9. Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)

SIMKAH merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam Kementerian
Agama sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan
KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah
ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan
Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006. setelah Bimas Islam
berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan
palayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang
telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR
(Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Manfaat dari aplikasi Simkah adalah: perfama, aplikasi ini menyajikan
tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri.
Kedua, aplikasi ini bisa memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah
bekerja sama dengan Dukcapil. Ketiga, pengumunan kehendak nikah dapat
dipublish secara luas. Keempat, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.
Keempar, buku nikah dapat dicetak secara digital.

Menurut staf KUA Kecamatan Karimun, kelemahan dari aplikasi Simkah
ini adalah pertama aplikasi simkah selalu di up date dengan versi terbaru, namun
untuk mendapatkan aplikasi simkah versi terbaru masih sulit didapatkan, belum di
sebarluaskan secara bebas dari user. Hal ini akan menganggu proses kerja atau
pelayanan pada KUA Kecamatan. Kedua, saat ini manfaat aplikasi simkah yang
dapat difungsikan adalah pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas

dan buku nikah dapat dicetak secara digital.
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10. Jumlah Peristiwa Nikah
Kecamatan Karimun mempunyai jumlah penduduk yang paling besar
dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Karimun. Jumlah
penduduk yang beragama Islam merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan
yang beragama non Islam, oleh karena itu Kecamatan Karimun memiliki jumlah
peristiwa nikah yang besar. Jumlah peristiwa nikah KUA Kecamatan Karimun pada
tahun 2015 berjumlah 307 peristiwa atau rata-rata 26 peristiwa per bulan. Jumlah

peristiwa nikah KUA Kecamatan dapat dilihat seperti tertera pada Tabel 4.8
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Tabel 4.8: Rekapitulasi Jumlah Peristiwa Nikah Di Kabupaten Karimun Tahun 2015

NO Kecamatan Jan Peb | Mar | Apr | Mei Jun Jul Agt Sep Okt | Nop Des Jih
1 Karimun 27 26 27 29 30 19 14 19 18 44 25 29 307
2 Kundur 14 16 23 18 14 11 11 19 13 12 2 16 169
3 Moro 7 10 16 10 13 8 10 3 8 12 8 12 117
4 Meral 21 18 23 27 31 12 15 26 15 29 19 27 263
5 Tebing 25 16 25 19 40 15 11 21 22 30 15 21 260
6 Kundur Utara 11 10 5 7 4 4 10 5 5 8 7 12 88
7 Buru 2 11 10 5 6 6 12 5 5 4 4 11 81
8 Kundur Barat 13 7 13 14 9 7 13 13 15 22 10 14 150
9 Durai 5 1 5 8 2 2 2 6 3 5 3 5 47
10 Meral Barat 3 7 5 4 10 9 4 6 3 16 7 7 81
11 Ungar 2 4 4 6 3 4 8 4 2 6 1 2 46
12 Belat 5 2 5 4 6 7 2 4 5 3 3 2 48

135 128 161 151 168 104 112 131 114 191 104 158 1657

Sumber : Seksi Bimas Islam Kankemenag Kab Karimun 2015
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11. Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karimun

Pelayanan pencatatan nikah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang
akan melakukan pernikahan khususnya untuk masyarakat muslim pada masing-
masing Kecamatan. Dalam melaksanakan pelayanan pencatatan nikah, Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karimun berpedoman pada Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah.

Beberapa jenis pelayanan pencatatan nikah yang diberikan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanmun tentang tata cara atau proses
pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah,
pemeriksaan nikah, baiaya nikah, pengumuman kehendak nikah akad nikah dan
Pelaksanaan akad nikah serta pembuatan kutipan akta nikah dan yang terakhir
adalah penyerahan kuitpan akta nikah (buku nikah).

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah
Masyarakat sebagai pengguna layanan sebelum melaksanakan pernikahan
agar melakukan perencanaan yang matang. Persiapan kegiatan sebelum pernikahan
yang perlu dilakukan diantaranya :
1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka
saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya.
Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan
surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun.
2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik

menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan
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yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan
perkawinan).

3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan
rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.

4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon
mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekai
wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka calon
pengantin memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN
atau Pembantu PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan
kehendak nikah disampaikan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad
nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secata tertulis dengan mengisi
formulir pemberitahuan (Model N-7) dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

1) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah (Model N-1)
2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal susul
calon mempelai dari kepala desa/lurah (Model N-2)

3) Persetujuan kedua calon mempelai (Model N-3)

4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/lurah
(Model N-4)

5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belaum mencapai
usia 21 Tahun (Model N-5).

6) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala

desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda (Model N-6).
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7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19
tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun.

8) Surat 1zin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TN1/Polri

9) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari
seorang.

10) Kuttpan bukti pendaftaran talak (Model T)/ buku pendaftaran cerai (Model C
bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlaku Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989.

11) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara
asing.

12)1zin dari pengadilan dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana

dimaksud huruf e diatas tidak ada.

b. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan
memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum,
apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan
tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan
wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Jika
calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan
dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN
yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah
ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum

munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka
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PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat
penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon
istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu
yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan berkas Nikah sangat penting untuk dilakukan. Disamping
tertib administrasi pencatatan nikah sebagai arsip negara juga sangat penting
berkaitan dengan syariah agama. Misalnya tentang asal usul atau status anak, wali
nasab, umur calon pengantin dan sebagainya. Pelaksanaan pernikahan jika tidak

sesuai dengan ketentuan syariat agama maka pernikahan tidak sah.

c. Biaya pencatatan nikah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen
Agama disebutkan bahwa:

1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan
Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak
dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebesar Rp 600.000,- per peristiwa

nikah.



41893 pf

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban
bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00
(nol rupiah).

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan
tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara
ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.

Prosedur pembayaran biaya nikah yang dilakukan di Juar balai
nikah/gedung KUA Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara
penerimaan pada bank penerima setoran sebesar Rp. 600.000,00.

2. Apabila kondisi geografis, jarak tempuh atau tidak terdapat layanan Bank pada
wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk
melalui Petugas Penerima Setoran (PPS) Kecamatan.

3. PPS wajib menyetorkan biaya nikah yang diterimanya ke rekening bendahara
penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Setelah Calon pengantin melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan,

Calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dianjurkan mengikuti kursus

pra nikah, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga

dan keluarga dalan rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah
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Warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor DJ.11/542/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra
nikah bahwa Penyelenggara kursus pra nikah dilaksanakan oleh Badan
Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan
Islam sebagai mitra kerja Kementerian Agama, yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961. BP4 sebagai satu-satunya
badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan
upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan
menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No;
30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut
kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan penasehatan Perkawinan, perselisihan
dan perceraian sampai dengan sekarang. Remaja usia nikah atau calon pengantin
yang telah mengikuti kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan,
yang dikeluarkan oleh BP4. Sertifikat dapat menjadi syarat kelengkapan
pencatanan perkawinan.

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus BP4 Kabupaten Karimun, biaya
pelaksanaan penyelenggaraan kursus pra nikah saat ini masih dibebankan oleh
calon pengantin, yaitu sebesar Rp. 375.000,- per catin. Kursus pra nikah dilakukan
dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber terdiri dari

konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang



41798 pof

memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Materi Kursus Pra Nikah

diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran (2 hari).

d. Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model
NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan
dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon
mempelal.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja
sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting
misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka
dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensa'isi kepada Camat selanjutnya

Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

e. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah dapat dilaksanakan di Balai nikah / Kantor urusan Agama
Kecamatan atau di luar Balai Nikah atau gedung KUA Kecamatan (rumah calon
pengantin perempuan, masjid, gedung/hotel dan lain-lain) atas permintaan calon
pengantin dan atas persetujuan PPN. Akad nikah dilangsungkan dibawah
pengawasan atau dihadapan PPN/penghulu/pembantu PPN dari wilayah tempat
tinggal calon istri. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar wilayah tempat

tinggal calon istri, maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada
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PPN wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi
nikah.

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Wali nasab dapat mewakilkan
kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
Syarat wali nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh dan berumur sekurang-
kurangnya 19 tahunn; berakal, merdeka dan dapat berlaku adil. Jika wali nasab tidak
memenihi syarat, berhalangan atau adhal, maka akad nikah dilakukan oleh wali
hakim. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim berdasarkan PMA
Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (4).

Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Syarat
saksi adalah laki-laki, beragama Islam, baligh dan berumur sekurang-kurangnya 19
tahunn; berakal, merdeka dan dapat berlaku adil. Akad nikah harus dihadiri oleh
calon suami. Jika calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat
diwakilkan kepada orang lain. Syarat wakil dimaksud adalah laki-laki, beragama
Islam, baligh dan berumur sekurang-kurangnya 19 tahunn; berakal, merdeka dan
dapat berlaku adil.

Suami dapat menyatakan sighat taklik yaitu suatu janji secara tertulis yang
ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di
depan penghulu, isteri, orang tua/wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri
akad perkawinan tersebut. Sighat Ta'lik ini diucapkan jika proses akad nikah telah
selesai dan sah secara ketentuan hukum dan Agama Islam.

Pelaksanaan akad nikah selain dilakukan/dihadiri oleh PPN/Kepala KUA

juga dapat dilaksanakan/dihadiri oleh Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat
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Nikah (P3N), sehingga jika terdapat peristiwa Nikah pada hari yang sama dan atau

waktu yang bersamaan dapat dibagi dengan petugas tersebut.

f.  Pencatatan Nikah dan Penyerahan kutipan akta nikah/buku nikah

Setelah pelaksanaan akad nikah selesai, selanjutnya PPN/Penghulu
mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami,
1stri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. Buku nikah dianggap sah jika ditandatangani
oleh PPN. Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad
nikah dilaksanakan.

Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad
nikah selesai dilaksanakan. Buku nikah tersebut ditandatangani oleh Kepala KUA

Kecamatan Karimun.

C. Analisis Kualitas Pelayanan Publik bidang Pencatatan Nikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karimun

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, masyarakat (costumer),

kualitas pelayanan publik bidang pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan
Karimun dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tangibles (bukti fisik)
a. Ruang Tunggu dan Ruang Pelayanan Administrasi

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Kantor Urusan

Agama Kecamatan Karimun belum memiliki ruang tunggu pelanggan yang

memadai. Ruangan ini memiliki 1 meja kerja, 2 kursi, seperangkat komputer

dan rak/almari kayu yang usianya sudah tua. Peralatan (sarana) di ruangan
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ini masih sangat minim seperti kursi tunggu, pendingin ruangan, media
informasi dan lain lain. KUA Kecamatan Karimun juga belum dilengkapi
dengan terali besi sebagai pengaman kantor di setiap pintu maupun jendela.
sebagaimana lazimnya kantor-kantor pada umumnya. Hal ini untuk
mencegah terjadinya pencurian terhadap aset-aset negara. Masyarakat
(pengguna layanan) masih duduk di sembarang tempat, belum tersusun rapi
dengan kursi seadanya. Tidak adanya pendingin ruangan, ruang tunggu
(ruang administrasi) yang terbuka terasa tidak nyaman dan panas. Hal inilah
yang mendapat keluhan dari masyarakat, sebagaimana hasil wawancara
penulis yang dilakukan dengan masyarakat dan memperoleh jawaban
sebagai berikut:
“ruangan terasa panas, tidak ada kipas, apalagi sore hari kantor
menghadap sinar matahari. Seperti yang bapak rasakan sekarang, panas
dan sumuk, sudah seharusnya ruangan ini ada kipas atau AC agar kami
terasa nyaman” (hasil wawancara tanggal 19 September 2016)
Minimnya sarana pendukung dalam ruang tunggu atau ruang pelayanan
membuat masyarakat merasa bosan dan jenuh. Berdasarkan hasil wawancara
dengan masyarakat didapatkan jawaban sebagai berikut:
“bosan dan jenuh mas, dalam ruangan ini, karena tidak ada media
informasi seperti di kantor-kantor lain. Disana ada televist yang dapat
di nikmati ataupun majalah yang dapat dibaca. (hasil wawancara
tanggal 19 September 2016).
. Ruang Pelayanan Pendaftaran
Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan, ruang pelayanan

pendaftaran merupakan ruang tertutup, terdapat 1 meja dan 2 kursi, 1 almari

besi tempat menyimpan arsip pendaftaran pernikahan, komputer (rusak
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ringan) dan 1 kipas angin yang tidak berfungsi sempurna. Berdasarkan hasil
wawancara dengan masyarakat didapatkan jawaban sebagai berikut:
“sama aja mas dengan ruang tunggu, cuaca cukup panas, karena hanya
1 (satu) kipas yang tidak berfungsi dengan baik, kipas tidak bisa
geleng-geleng”. (hasil wawancara tanggal 19 September 2016)
Ruang Kepala

Berdasarkan hasil observasi penulis, ruang kepala KUA Kecamatan
Karimun merupakan ruang kerja dengan ukuran 4 x 4 meter, terdapat 1 meja
dan 2 kursi, serta 1 set meja tamu, 1 almari kaca tempat menyimpan arsip
dan 1 kipas angin. Ruang kepala, penulis tidak menjumpai kamar mandi/wc
sebagaimana ruang kepala pada umumnya. Posisi ruang kepala pada sore hari
menghadap langsung arah sinar matahari membuat cuaca ruang juga terasa
panas. Hal ini juga juga dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Kebersihan semua ruangan yang ada di KUA Kecamatan Karimun
cukup terjaga dengan baik dan bersih, karena sebagian besar masyarakat
memasuki kantor (ruang pelayanan) melepas alas kaki. Ruang pelayanan
terdapat 1 (satu) kamar mandi (WC) yang cukup bersih dan terawat. Begitu
juga penerangan di setiap ruangan KUA Kecamatan Karimun cukup bagus.

Penampilan pegawai cukup rapi dengan seragam kantor putih hitam
yang lengkapi dengan atribut (badge name). Hari kerja lain, penulis juga
menjumpai seragam dinas kantor yang rapi, dan bersih, cukup mengesankan.
. Ruang Balai Nikah
Berdasarkan hasil observasi penulis, ruang balai nikah berada di lantai

2. ruang terbuka, ruang tempat dilangsungkannya proses pernikahan (ijab
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gobul) dalam kantor. Seperti ruang lainnya, ruang balai nikah yang terbuka
tanpa pendingin ruangan, posisi ruang balai nikah pada sore hari menghadap
langsung arah sinar matahari membuat cuaca ruangan juga terasa panas. Hal
ini juga juga dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Seperti
pernyataan salah satu warga yang menyaksikan proses pernikahan di lantai 2
(dua) tersebut, sebagai berikut: “ruangan cukup sempit Pak, tidak ada kipas
dan AC, keluarga yang menyaksikan pernikahan ramai, kurang nyaman
saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan
menunjukkan bahwa ruang pelayanan pada KUA Kecamatan Karimun
belum optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Vincent Gaspersz dalam
Syahrumsyah bahwa salah satu ciri -atau atribut yang harus melekat pada
kualitas pelayanan publik adalah kenyamanan ruang pelayanan publik.
Kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan

Berdasarkan hasil observasi penulis, didapatkan data jam kerja kantor
pada KUA Kecamatan Karimun pukul 07.30 — 16.00 WIB, jam istirahat
pukul 12.00-13.00 WIB. Observasi penulis pada siang hari didapatkan
petugas belum masuk kantor pada jam yang telah ditentukan yaitu pukul
13.00 WIB. Informasi tentang belum datangnya petugas juga penulis
dapatkan berdasarkan hasil wawaancara dengan anggota masyarakat sebagai
berikut:

“saya datang ke kantor KUA Karimun pukul 13.15 dan petugas yang

akan saya temui belum ada, padahal ada hal yang akan saya tanyakan

ke kantor KUA itu, sementara petugas yang lain tidak memahami apa

yang saya tanyakan, mau gak mau saya harus nunggu sampai petugas
datang”. (wawancara tanggal 22 September 2016).
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Hal ini berarti bahwa masih terjadi kurang disiplinnya pegawai
terhadap jam kantor yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
Disiplin pegawai merupakan pangkal/cermin berhasilnya pencapaian kinerja
pegawai, karena dengan disiplin pekerjaan akan muda dan cepat diselesaikan.

2. Responsiveness (responsivitas, daya tanggap)

Responsivitas merupakan kesanggupan petugas untuk membantu dan
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan
konsumen. Secara sederhana responsivitas adalah daya tanggap terhadap
kebutuhan pelanggan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi
kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan
dan memuaskan. Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi
kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian memberikan pelayanan sesuai
dengan keinginan dan kebutuhan tersebut.

Banyak cara yang dapat kita terapkan dalam dunia kerja. Misalnya
”selamat pagi bu, ada yag bisa kami bantu?” kalimat seperti ini merupakan salah
satu contoh untuk mengungkapkan daya tanggap petugas terhadap pelanggan.
Terkait responsivitas petugas terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat,
penulis mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan anggota
masyarakat sebagai pengguna layanan, sebagai berikut:

“kami datang jauh menyebrang laut, dari pulau seberang untuk mengurus

persyaratan pernikahan saudara kami, tetapi pelayanan yang diberikan

tidak sesuai dengan harapan, kurang peduli dan lambat”. (hasil

wawancara pada tanggal 18 September 2016)

Kekecewaan masyarakat juga penulis dapati dari hasil wawancara

dengan anggota masyarakat lainnya dan mendapatkan informasi sebagai berikut:
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“untuk mengurus rekomendasi pindah nikah, berbelit-belit dan lambat,
untung saya ada kenal dengan Kepala KUA, setelah kami telepon, baru
mendapat reaksi cepat”. (wawancara tanggal 20 Agustus 2016
Adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa
merupakan indikator pelayanan yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan
yang selama ini dihasilkan oleh birokrasi belum dapat memenuhi harapan
pengguna layanan. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
respon atau daya tanggap petugas pelayanan terhadap keinginan dan kebutuhan
pelanggan masih rendah dan lambat.
3. Reliability (reliabilitas, kehandalan)

Reliabilitas merupakan kemampuan dan kehandalan petugas untuk
menyediakan pelayanan yang terpercaya, handal, tepat, akurat dan
memuaskan. Mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu.
Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan
waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian
pelayanan secara wajar dan akurat.

Dimensi reliabilitas birokrat yang diberikan dalam pelayanan jadwal
pernikahan dalam kenyataan masih terdapat keluhan dari masyarakat. Jadwal
pernikahan biasanya disepakati setelah persyaratan dipenuhi oleh calon
pengantin, PPN mengumumkan pada papan pengumuman di KUA Kecamatan
tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal
masing-masing calon mempelai. Terkait dengan jadwal pernikahan yang telah
disepakati, terdapat keluhan yang disampaikan masyarakat misalnya
pelaksanaan akad nikah yang dilakukan diluar kantor (rumah calon pengantin),

dan berdasarkan hasil wawancara, didapatkan jawaban sebagai berikut:
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“akad nikah sudah ditentukan pukul 09.00 WIB, ternyata pak KUA
datang pukul 09.30 WIB. Keluarga semua sudah kumpul, kami cemas.
Jadwal sudah disepakati kok belum datang datang juga.” (hasil
wawancara pada tanggal 18 Agustus 2016).

Begitu juga tentang biaya pencatatan pernikahan, berdasarkan
observasi penulis terdapat standing banner tentang Nikah Gratis yang
dilaksanakan dalam kantor. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan
masyarakat terkait dengan biaya pelayanan pencatatan pernikahan, dan
didapatkan jawaban sebagai berikut: “katanya biaya nikah gratis, tapi ternyata
masih ada bayar ini dan itu, berarti nggak gratis dong”. (Hasil wawancara
tanggal 3 September 2016). Hal ini berarti bahwa masih ada pendapat dari
masyarakat bahwa biaya pernikahan belum gratis.

Salah satu produk pelayanan pencatatan pernikahan adalah
diterbitkannya buku nikah oleh pejabat yang berwenang, dan dijamin
keabsahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah
pelaksanaan akad nikah selesai, selanjutnya PPN/Penghutu mencatat peristiwa
nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, tstri, wali nikah,
saksi-saksi dan PPN. Buku nikah dianggap sah jika ditandatangani oleh PPN.
Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah
dilaksanakan.

Namun demikian masih terdapat kekecewaan dari masyarakat terhadap
jaminan pelayanan tersebut. Ketepatan petugas dalam memberikan kepastian
terhadap produk pelayanan pernikahan diterbitkannya buku nikah masih

terjadi keluhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (pengguna

layanan) didapatkan jawaban sebagai berikut:
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“adik saya telah melaksakan pernikahan, namun belum mendapat buku
nikah, padahal adik saya memerlukan buku nikah itu untuk pengurusan
administrasi kependudukan dan yang lainnya”. (hasil wawancara
tanggal 6 Juni 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam hal reliabilitas pelayanan
terhadap pelanggan, masih belum pasti dan tepatnya terhadap prosedur yang
telah ditentukan sehingga masih terjadi keluhan dan kekecewaan masyarakat.
Pelayanan yang berkualitas harus memiliki ketepatan waktu pelayanan, waktu

proses schingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap

petugas hal ini sesuai dengan pendapat Vincent Gaspersz dalam Syahrumsyah.

4. Assurance (kepastian)

Assurance merupakan kemampuan dan keramahan serta sopan santun
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan pelanggan. Petugas hendaknya
memiliki pengetahuan, kemampuan, kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
Hal ini agar memudahkan memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki. Pengetahuan, kompetensi juga harus didukung sikap perilaku
yang sopan dan santun terhadap pelanggan. Misalnya dengan semboyan 4S:
salam, sapa senyum dan santun.

Berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai KUA Kecamatan
Karimun, penulis mendapatkan informasi tentang keluhan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan, sebagai berikut:

“saya pernah mengurus tentang persyaratan tentang wali nikah terhadap

calon pengantin yang sudah tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).

Dan saya mendapat jawaban yang kurang memuaskan dari staf]

kemudian saya dibawa ke ruang Kepala, mendapat penjelasan dan

Kepala KUA saya baru mengerti” (hasil wawancara pada tanggal 24
Agustus 2016)
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai berusaha menjelaskan kepada
pelanggan, namun kompetensi pegawai/staf belum sesuai dengan bidang tugas
vang dikerjakan. Hal sesuai dengan pendapat Parasuraman dalam Tjiptono
bahwa petugas harus memiliki competence agar dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan baik.

. Emphary, empati merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai
terhadap konsumen.

Dalam era reformasi saat ini birokrat adalah pelayan masyarakat oleh
karena itu, sebagai pelayan masyarakat sebaiknya memberikan pelayanan yang
baik dengan sikap ramah, sopan, dan santun. Birokrat bukan lagi sebagai priyayi,
yang harus dilayani tetapi saatnya melayani dan mengabdi kepada masyarakat.

Sikap empati para petugas atau birokrat sangat penting dalam
menunjang pelayanan masyarakat yang memuaskan kerja, dan sebaliknya jika
petugas kurang memiliki rasa empati maka masyarakat sebagai pengguna
layanan juga akan menyatakan ketidakpuasan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan masyarakat sebagai pengguna layanan didapatkan jawaban sebagai
berikut:

“petugas kasar sekali dalam melayani kami, menjelaskan sambil marah-

marah, tidak sopan dan jutek (tidak ramah), saya kecewa atas pelayanan

yang diberikan pegawai tesebut, hanya karena data orang tua yang tidak

cocok”. (wawancara pada tanggal 7 oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa petugas dalam memberikan
pelayanan tidak dapat menunjukkan sikap yang sopan dan santun. Hal ini sesuai

dengan pendapat Vincent Gaspersz dalam Syahrumsyah bahwa salah satu ciri
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yang melekat pada kualitas pelayanan publik adalah petugas harus memiliki
sikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan.

Birokrasi pada hakekatnya untuk melayani masyarakat, tidak hanya
melayani masyarakat golongan kaya dan mempunyai koneksi yang kuat, pejabat
ataupun masyarakat biasa. Namun juga untuk masyarakat menengah,
masyarakat miskin, perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus/disabilitas
dan masyarakat marjinal lainnya. Baik di kota maupun di desa, termasuk di desa-
desa terpencil dan terluar. Adanya sikap pelayanan secara normatif dengan sikap
pelayanan secara factual yang dilakukan oleh aparat birokrasi terungkap adanya
keluhan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan anggota masyarakat didapatkan jawaban sebagai berikut:

“pelayanannya tidak adil pak, saat saya sedang menunggu pelayanan,

ada bapak-bapak yang nylonong masuk ruangan, sepertinya petugas

mengenali, dan langsung dilayaninya. Seharusnya petugas tidak
melayaninya, dan mempersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu,

sebelum urusan kami selesai”. (wawancara tanggal 19 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan pendapat Tjiptono
bahwa pelayanan yang diberikan masih bervariasi (variability), pelayanan yang
diberikan senantiasa mengalami perubahan tegantung siapa yang dilayani, siapa
pemberi layanan dan kondisi dimana serta kapan pelayanan tersebut diberikan.
Petugas atau birokrat sejatinya melayani masyarakat dari seluruh strata social, yang adil

dan merata tanpa diskriminasi.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik bidang
Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Karimun
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (pengguna layanan)

bahwa kualitas pelayanan pada KUA Kecamatan Karimun masih belum optimal,
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sehingga perlu mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan petugas atau birokrat, faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas pelayanan publik bidang pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Karimun
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Money (Anggaran)

Anggaran (money) merupakan salah satu unsur yang tidak dapat
diabaikan, dan diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk melakukan berbagai
aktivitas organisasi diperlukan uang uang yang digunakan untuk membayar
upah/gaji, membeli bahan-bahan dan peralatan. Uang sebagai sarana
manajemen harus digunakan seefektif mungkin agar tujuan tercapai dengan
biaya yang serendah-rendahnya. Berkaitan dengan fasilitas kantor yang kurang
memadai, ketersediaan anggaran sangat menunjang dalam kualitas pelayanan
publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karimun tentang fasilitas kantor, didapatkan jawaban sebagai
berikut:

“seperti yang bapak lihat bahwa di KUA Kec. Karimun terdapat 4

(empat) ruangan, dan hanya terdapat 2 (dua) kipas angin, itu pun

kondisi kipas sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sungguh

keadaan ini sangat menganggu kinerja kami. Jika masyarakat merasa
tidak nyaman dengan keadaan kantor kami, kami memakluminya”.

(hasil wawancara pada tanggal 28 September 2016)

Besar kecilnya anggaran kantor juga berdampak terhadap ketersediaan
sarana dan pemerliharaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, didapatkan jawaban sebagai
berikut:

“anggaran operasional kantor kami sangat kecil, bagaimana kami bisa

membeli dan merawat sarana kantor dengan optimal. Anggaran sebesar
Rp. 3.000.000.- per bulan harus dibagi dengan honor pramubhakti,
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biaya perjalanan dinas, dan operasional kantor lainnya, sehingga kami

sangat kesulitan untuk memenuhi fasilitas kantor. Kami juga

mengkawatirkan jika terjadi pencurian terhadap aset-aset kantor
terutama buku nikah. Jika hal ini terjadi bisa disalahgunakan oleh pihak

yang tidak bertanggungjawab”. (hasil wawancara pada tanggal 28

September 2016)

Keterbatasan anggaran juga dapat menyebabkan pelaksanaan kerja
menjadi tidak optimal. Di era globalisasi penggunaan teknologi informasi tidak
bisa dielakkan. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan
untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun,
menyimpan, memanipulasi data dan mencetak data atau laporan. Teknologi ini
menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data. Pengoperasian
perangkat komputer tersebut sangat tergantung pada sumber daya listrik.
Pemadaman sumber daya listrik dapat menyebabkan terkendalanya
pelaksanaan tugas sehari-hari. Terkait sarana penunjang sumber daya listrik
penulis mendapatlan informasi dari stat KUA Kecamatan Kaimun, sebagai
berikut:

“kalo listrik sudah mati, kami gak bisa kerja, menginput data, apalagi

mencetak laporan, buku nikah dan sebagainya. seandainya ada genset

pekerjaan bias lancer kembali” (wawancara tanggal 28 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan sangat tergantung dengan sarana yang ada. Belum tersedianya
perangkat komputer yang handal yang didukung dengan sumber tenaga listrik
merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya (realibility) pelayanan
yang diberikan aparat birokrasi.

. Staff’ (Sumber Daya Manusia)

Manusia (man) merupakan unsur manajemen yang paling penting dan

vital. Manusialah yang melaksanakan visi, misi, tujuan dan kegiatan yang telah
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ditetapkan dalam mencapai tujuan. Tanpa manusia maka proses kegiatan dalam
organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa manusia,
pimpinan organisasi tidak akan mungkin dapat mencapai tujuannya.

Peran aparatur sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan atau
informasi kepada masyarakat. Ketersediaan aparatur yang memadai akan
mempengaruhi kualitas pelayanan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan
dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karimun jumlah pegawai pada 10 (sepuluh) KUA Kecamatan
Kabupaten Karimun saat ini adalah 25 (dua puluh lima) orang, artinya di setiap
KUA Kecamatan terdapat 2 — 3 orang pegawai. Jumlah tersebut sudah jelas
bahwa aparatur pada KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kab. Karimun masih sangat minim.

Berkaitan dengan ketersediaan pegawai pada KUA Kec Karimun,
penulis mendapatkan informasi dari Kepala KUA Kec. Karimun, dengan
penjelasan sebagai berikut:

“pegawai disini sangat sedikit pak, hanya 3 (tiga) orang. Jumlah

pegawai yang tidak ideal untuk melaksanakan pekerjaan kantor dan

rata-rata di KUA yang lain juga begitu, bagaimana kami bisa optimal
dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Selain tugas nikah, kami juga
melaksanakan tugas-tugas lain, zakat, wakaf, keluarga sakinah, haji,
koordinasi linta sektoral dan lain-lain:. Wawancara tanggal 3 Oktober

2016.

Berdasarkan tabel 4.6 (hal 74), jumlah pegawai di KUA Kec. Karimun
adalah 3 orang. Jumlah tersebut tidak ideal dengan beban tugas jabatan yang
ada.. Volume kerja yang banyak menyebabkan setiap pegawai harus

merangkap tugas jabatan yang ada, hal ini dapat menyebabkan pelayanan

publik mengalami hambatan. Berkaitan dengan rangkap tugas jabatan pegawai
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tersebut, informasi yang penulis dapatkan dari staf KUA Kecamatan Karimun
sebagai berikut:

“seperti bapak ketahui bahwa jumlah pegawai di sini sangat sedikit,.

Sementara volume kerja kami sangat banyak, tugas kami selain urusan

pernikahan juga mengurusi tentang kemasjidan, zakat, wakaf, keluarga

sakinah, perhajian, dan juga koordinasi lintas sektoral. Tugas tersebut
terpaksa harus kami rangkap, jika kami berhalangan hadir di kantor
maka pelayanan juga tertunda. Kami berharap ada tambahan pegawai

dalam pengangkatan pegawai ke depan”. (hasil wawancara tanggal 3

Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan Tabel 4.6 (74), menunjukkan
bahwa jumlah pegawai dan beban kerja jabatan yang ada tidak seimbang.
Jabatan-jabatan yang ada sesuai dengan KMA Nomor 39 Tahun 2012 adalah
Kepala, penghulu, petugas tata usaha dan rumah tangga KUA, penyusun
statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA,
Petugas bimbingan keluarga sakinah, petugas bimbingan kemasjidan, petugas
bimbingan pembinaan syariah. Keterbatasan jumlah pegawai pada KUA
Kecamatan Karimun mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan. Disisi lain
kompetensi pegawai yang ada tidak sessuai dengan jabatan yang ada.

Rendahnya daya tanggap pelayanan terhadap pelayanan masyarakat
menurut aparat birokrasi KUA Kecamatan Karimun sebenarnya tidak semata-
mata disebabkan oleh faktor apaarat (mawn). Dalam beberapa kasus, menurut
aparat birokrasi seringkali justru masyarakat pengguna layanan yang membuat
pelayanan menjadi tidak lancar. Pengguna layanan sering kali datang ke kantor
pelayanan tanpa membawa dokumen pelayanan yang diperlukan. pengguna

layanan seringkali pula memaksa petugas untuk segera menyelesaikan

pelayanan, padahal aparat tidak dapat memproses pelayanan tanpa dokumen
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pelayanan yang dibutuhkan. Hal tersebut penulis mendapatkan informasi dari
stat KUA Kecamatan Karimun sebagai berikut:

“masyarakat sering mengeluh kalau pelayanan kami tidak bagus,

lambat, tidak akurat dan sebagainya. Hal sering terjadi karena

masyarakat kurang jelas atau tidak paham dalam menerima informasi
sehingga terjadi tidak lengkapnya dokumen yang dibawa ke kantor. Jadi

masyarakat harus bolak balik ke kantor. (hasil wawancara tanggal 3

Oktober 2016)

Keterbatasan pegawai dalam pelaksanaan nikah juga menjadi kendala.
Pelaksanaan Akad nikah dapat dilaksanakan di balai nikah / Kantor urusan
Agama Kecamatan atau di luar Balai Nikah atau gedung KUA Kecamatan
(rumah calon pengantin perempuan, masjid, gedung/hotel dan lain-lain) atas
permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN. Akad nikah tersebut
dilangsungkan dibawah pengawasan atau dihadapan PPN/penghulu/pembantu
PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Berkaitan dengan pegawai/petugas
KUA Kecamatan Karimun dalam melaksanakan tugas pernikahan di luar kantor,
penulis mendapat jawaban dari Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai
berikut:

“memang benar kadang kadang kami tidak dapat melaksanakan tugas

kepenghuluan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, hal ini

dikarenakan keterbatasan penghulu (SDM) dalam melaksanakan akad
nikah. Seharusnya ada penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N), sehingga jika kepala berhalangan atau berbenturan jadwal

nikah, dapat digantikan dengan petugas tersebut”. Hasil wawancara

tanggal 3 Oktober 2016)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pegawai pencatat nikah
atau penghulu atau pembantu pencatat nikah sangat di dibutuhkan dalam

pelaksanaan pelayanan nikah (ijab qabul). Hal ini untuk menghindari

permasalahan, keluhan dari masyaakat.
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3. Skills (ketrampilan)

Skills (ketrampilan) setiap individu di dalam organisasi merupakan
unsur yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi mencapai sasaran dan
tuyjuannya dengan efektif dan efisien. Jika ketrampilan para pelaksana
organisasi kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut untuk
mewujudkan  visinya, maka organisasi tersebut akan cenderung
kontraproduktif. Oleh karenanya, skills merupakan cerminan dari core
compelence organisasi, karena strategi yang disusun juga merupakan refleksi
atas skills yang ada.

Skills (ketrampilan) merupakan kemampuan (kapabilitas) pegawai
yang dibutuhkan oleh instansi sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan
baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat membantu instansi dalam
mencapai sasarannya. Skills atau keterampilan pegawai dapat diperoleh melalui
pendidikan formal maupun informal.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis tentang kompetensi pegawai
ditinjau dari kualifikasi pendidikan seperti pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel: 4.9 Kualifikasi Pendidikan Pegawai KUA Kecamatan Karimun

No Jabatan Pendidikan Jumlah
1 Kepala S1, IAIN,Syariah 1
2 | Pengolah data (staf) S1. Komputer 1
3 | Pramubhakti (staf honorer) SMA 1

Sumber : KUA Kec. Karimun

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa, kualifikasi
pendidikan pegawai KUA Kecamatan Karimun juga tidak sesuai dengan
jabatan (volume kerja) yang ada. Hal ini juga sesuai dengan ketersediaan

jumlah pegawai yang seharusnya ada pada KUA Kecamatan Karimun.
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Seharusnya jabatan-jabatan teknis diisi oleh pegawai-pegawai dengan
kualifikasi pendidikan berbasis agama Islam, seperti penghulu, petugas zakat
wakaf, petugas kemasjidan, petugas keluarga sakinah dan sebagainya, sehingga
tidak semua pelayanan pernikahan melalui Kepala KUA. Kemampuan
(kualifikasi pendidikan) pegawai yang tidak sesuai dapat mempengaruhi
kualitas pelayanan pernikahan. Keluhan masyarakat tentang pelayanan
pernikahan terkait masalah-masalah syariah Islam, penulis mendapatkan
informasi dari Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai berikut:

“staf kami pendidikan dasarnya bukan Sarjana Agama Islam, jadi kalau
ada problem tentang Syariah Islam, ya harus melalui saya (kepala). Itu
pun jika saya pas dinas kantor, kalau sedang dinas luar atau kepentingan
lain di kantor,tidak bisa terlayani”. (wawancara tanggal 3 Oktober
2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kompetensi
yang dimiliki oleh staf belum tidak sesuai dengan jabatan yang ada, sehingga
pelayanan masyarakat dalam bidang syariat agama Islam masih tergantung
dengan Kepala KUA Kecamatan Karimun.

Skills (ketrampilan) selain berasal dari kualifikasi pendidikan saat
rekruitmen pegawai juga dapat diperoleh dari pendidikan resmi seperti
pendidikan lanjutan baik melalui tugas belajar atau izin belajar. Ketentuan dan
syarat utama tentang tugas belajar sangat tergantung anggaran yang tersedia di
instansi induk. Sedangkan ketentuan dan syarat utama izin belajar sangat
tergantung dengan lokasi dan jurusan pendidikan yang tersedia pada perguruan
tinggi daerah tersebut. Skills juga dapat diperoleh melalui pendidikan informal

seperi diklat, whorkshop, seminar dan lain-lain. Terkait dengan peningkatan
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kualitas pelayanan melalui pendidikan formal dan informal, penulis memperoleh

informasi dari Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai berikut:
“saat imi kami memperoleh pengetahuan pelayanan nikah melalui
konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, forum grop
kepenghuluan sebenarnya kami sangat berharap ada kesempatan untuk
memperoleh pendidikan lanjutan untuk meningkatkan wawasan,
kemampuan dan pengetahuan kami. (hasil wawancara tanggal 3
Oktober 2016)

Dalam keterangan lebih lanjut penulis memperoleh informasi bahwa
selama menjadi Kepala KUA Kecamatan karimun, belum memperoleh diklat
baik diklat teknis maupun diklat jabatan (penjenjangan). Hal senada juga
diungkapkan oeh staf KUA Kecamatan Karimun “kami sebenarnya berharap ada
kesempatan untuk mengikuti diklat teknis tentang administrasi pelayanan nikah
agar kami bisa meningkatkan kompetensi kami.” (hasil wawancara tanggal 3
Oktober 2016).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai KUA
Kecamatan Karimun sangat berharap untuk mendapat pendidikan yang lebih
tinggi baik jalur pendidikan formal maupun informal. Hal ini untuk

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam

memberikan pelayanan.

4. System (sistem)

Sistem merupakan prosedur untuk mengatur aktivitas yang dijalankan
yang melibatkan anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Suatu
sistem yang baik memiliki dan menerapkan prosedur pelayanan yang jelas dan
pasti serta mekanisme kontrol di dalam dirinya sehingga segala bentuk

penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat diketahui.
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kec. Karimun, terkait
tidak diserahkannya buku nikah kepada pengantin dengan segera, penulis
mendapat jawaban sebagai berikut:

“memang benar bahwa buku nikah diberikan kepada suami dan istri

segera sctelah proses akad nikah dilaksanakan. Dan kami kami

memaklumi jika ada masyarakat yang tidak puas terkait penyerahan
buku nikah. Buku nikah sah jika ditandatangani oleh Kepala KUA

Kecamatan, kemungkinan belum diserahkan buku nikah tersebut,

adalah kepala KUA tidak menghadiri/tidak berada ditempat (dinas luar,

cuti, izin dll) dan pelaksana harian (Plh) tidak dibenarkan untuk
menandatangani buku nikah atau buku nikah tidak bisa dicetak karena

mati listrik”. Hasil wawancara tanggal 10 Oktober 2016

Berdasarkan wawancara di atas, sistem, mekanisme dan prosedur
belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena ada beberapa
hal menyangkut kewenangan dan sarana yang tersedia dalam penyelesaian buu
nikah. Namun demikian harus ada kebijakan atau peraturan yang jelas tentang
tugas dan wewenag Pejabat pelaksanan harian jika kepala KUA definitif
berhalangan hadir. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan pernikahan.

Sistem dan prosedur yang baik memudahkan dalam memberikan
pelayanan. Sistem mekanisme dan prosedur wajib dimiliki oleh petugas,
misalnya sistem antrean, bagan/alur pelayanan pendaftaran, standar
operasional prosedur dan sebagainya. Hal ini untuk memberikan pelayanan
yang adil dan merata dan memberikan kepastian jadwal pelayanan kepada
pelanggan. Terkait dengan pelayanan yang diskriminatif, penulis mendapatkan
informasi dari Kepala KUA Kecamatan Karimun sebagai berikut:

“pada prinsipnya kami berusaha dalam memberikan pelayanan tidak

pandang bulu baik pelayanan kepada masyarakat biasa maupun para

birokrat atau pejabat yang kita kenal. Namun kenyataannya memang
sulit diterapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan fungsi
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koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Faktor hubungan

emosional lintas sektoral, kedekatan dan saling mengenal pribadi

membuat pelayanan terjebak dalam diskriminasi’ (hasil wawancara

tanggal 10 oktober 2016).

Pernyataan Kepala KUA tersebut sama dengan pernyataan staf KUA
Kec. Karimun, dengan jawaban sebagai berikut “memang benar pak, susah
juga untuk tidak melayani kepada orang yang sudah kita kenal apalagi kalau
dengan pejabat yang selalu berkoordinasi”.

Sistem dan prosedur pelayanan KUA Kecamatan berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
adalah sebagai berikut: 1) Pemberitahuan kehendak nikah, 2) Pemeriksaan
Nikah, 3) Biaya Pencatatan nikah, 4) Pengumuman kehendak nikah, 5)
Pelaksanaan Akad Nikah, 6) Pencatatan Nikah dan Penyerahan kutipan akta
nikah/buku nikah. Terkait sistem dan prosedur biaya pernikahan, telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang biaya pencatatan
pernikahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan
Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak
dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai

penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebesar Rp 600.000,-

per peristiwa nikah.
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Prosedur pembayaran biaya nikah yang dilakukan di luar balai
nikah/gedung KUA Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening
bendahara penerimaan pada bank penerima setoran sebesar Rp.
600.000,00

2. Apabila kondisi geografis, jarak tempuh atau tidak terdapat layanan
Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah
atau rujuk melalui Petugas Penerima Setoran (PPS) Kecamatan

3. PPS wajib menyetorkan biaya nikah yang diterimanya ke rekening
bendahara penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja

Namun demikian adanya keluhan masyarakat terhadap biaya pernikahan,
penulis mendapatkan informasi melalui wawancara dengan kepala KUA Kec.
Karimun, dengan jawaban sebagai berikut sebagai berikut:

“biaya nikah sudah diatur dalam peraturan tetapi masyarakat belum

tahu tentang itu, ada perbedaan biaya nikah di luar kantor dan di dalam

kantor, biaya nikah di kantor pada saat jam kerja dan diluar jam kerja.

Masyarakat taunya nikah gratis mas. Masyarakat yang mengetahui

biaya nikah gratis, kadang-kadang ada juga masyarakat yang memberi

uang sekedar ucapan terima kasih atas pelaksanaan nikah. Bahkan
yang sering terjadi mereka (masyarakat) dalam pengurusan

pernikahan memakai jasa orang lain (calo)”. (wawancara tanggal 10

Oktober).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa biaya pernikahan bisa melebihi
ketentuan yang berlaku disebabkan pengurusan pernikahan sering
menggunakan jasa orang lain. Masyarakat hendaknya memahami tentang biaya
pernikahan yang sebenarnya. Kebiasaan masyarakat dalam memberikan uang

tambahan sebagai ucapan terima kasih dianggap sebagai biaya pernikahan.

Petugas juga harus berani menolak pemberian tersebut, karena hal tersebut
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termasuk gratifikasi, dan petugas harus memahami hal tersebut, agar
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pernikahan menjadi lebih baik.

Bagan atau prosedur pelayanan nikah yang jelas dapat membantu
pengguna layanan untuk memahami dan mengetahui sistem pelayanan.
Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan dengan prosedur sederhana,
mudah dalam pengurusan tidak berbelit-belit. Terkait dengan bagan atau alur
prosedur pelayanan, penulis mendapatkan informasi dari Kepala KUA
Kecamatan Karimun sebagai berikut “memang benar pak, saat ini belum
terpasang alur pelayanan nikah hal terkait dengan anggaran yang tersedia”.
Penulis juga mendapat jawaban yang sama dari staf KUA Kecamatan Karimun

“prosedur pelayanan nikah masih panjang, diantaranya melengkapi

persyaratan Model N1 dari Kelurahan, model N3, membayar biaya

pernikahan di bank (bagi masyarakat yang nikah di luar balai nikah),

rekomendasi nmikah dari KUA kecamatan” (wawancara tanggal 10

Oktober 2016)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat belum
memperoleh pelayanan yang baik. Proses dan prosedur yang tidak sederhana,
banyak meja (instansi) yang harus dilalui dengan jarak, lokasi, geografi daerah
yang berbeda-beda. Pelayanan public berdasarkan Kepmenpan Nomor 81
Tahun 1993 hendaknya mengedepankan kesederhanaan, prosedur atau tata cara

pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, cepat tepat, lancar, dan

tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada Bab

IV, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik bidang Pencatatan

Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun

belum optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Pelayanan publik belum didukung sarana prasarana yang memadai, seperti
pendingin ruangan, ruang tunggu, media informasi menyebabkan pelanggan
merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Belum tersedianya
genset sebagai pengganti sumber daya listrik sangat mempengaruhi ketepatan
dan kehandalan (reliability) kualitas pelayanan.

b. Daya tanggap pegawai yang masih rendah dan lambat. Keinginan pelanggan
belum direspon secara maksimal, sikap dan perilaku, kesopanan dan keramahan
petugas belum menunjukkan ciri birokrat saat ini, yaitu petugas yang melayani.

c. Reliabilitas pegawai belum akurat, masih terjadi kelambatan dan
ketidakakuratan dalam pelayanan. Belum handal dan akuratnya pelayanan
disebabkan oleh belum tersedianya kualitas dan kuantitas pegawai serta sarana
prasaran penunjang pelaksanaan pelayanan pernikahan.

d. Masih terdapat aspek assurance (kepastian) pengetahuan, kompetensi yang

sesuai dengan tugas jabatan. Minimnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan

109
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terhadap jabatan yang dibutuhkan KUA Kecamatan Karimun sangat
mempengaruhi kulaitas pelayanan pernikahan.

e. Empati yang rendah, pelayanan masih diskriminatif. Pelayanan yang diberikan
masth melihat orang yang dilayani bukan berdasarkan prosedur dan sistem yang

ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kulaitas pelayanan publik bidang

pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Karimun adalah sebagai berikut:

a. Minimnya anggaran yang diberikan untuk operasional kantor, menyebabkan
sarana dan prasarana kantor tidak memadai. Hal ini sangat mempengaruhi
kenyamanan dan kualitas pelayanan masyarakat.

b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM. Keterbatasan sumber daya manusia
baik kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi kualitas pelayanan
pernikahan. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan jabatan atau beban kerja
yang ada. Oleh karena itu terdapat pegawai yang merangkap jabatan untuk
pelayanan masyarakat.

c. Skill (ketrampilan) yang masih rendah. Skills dan kompetensi pegawai
terhadap jabatan yang ada tidak sesuai. Kesempatan untuk mengikuti
pendidikan baik formal maupun informal sangat kecil dan minim.

d. Sistem dan prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga
pelayanan yang diberikan masih diskriminatif dan tidak sesuai dengan prosedur

yang ada.
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B. Saran
Berdasarkan deskripsi analisis kualitas pelayanan publik bidang pencatatan
pernikahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka peneliti memberikan
strategy atau saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik bidang pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun, sebagai berikut:
1. Mengusulkan penambahan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana kantor demi kenyamanan pelanggan kualitas pelayanan
2. Mengusulkan penambahan pegawai dalam menunjang beban tugas jabatan
yang tinggi
3. Mengusulkan peningkatan kualitas pelayanan pegawai baik melalui diklat
maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Melaksanakan sistem dan prosedur pelayanan dengan konsisten, sesuai

peraturan yang ada.

Penulis berharap konsep 7s McKinsey yang belum mempunyai pengaruh
yang relevan dengan kualitas pelayanan pernikahan pada KUA Kecamatan
Karimun yaitu structure, style, shared values agar dilakukan penelitian oleh peneliti

berikutnya.
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat

1. Dimensi tangibles
a. Menurut saudara, bagaimanakah kondisi ruang pelayanan Kantor Urusan
Agama?
b. Menurut saudara, bagaimanakah penampilan pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karimun dalam memberikan pelayanan?
c. Menurut saudara, bagaimanakah kedisiplinan pegawai Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karimun?
2. Dimensi responsiveness (daya tanggap)
a. Menurut saudara, bagaimanakah daya tanggap pegawai terhadap keinginan
atau kebutuhan bapak?
b. Menurut saudara, apakah dalam memberikan pelayanan selalu cepat,
tanggap guna kepuasan masyarakat?
3. Dimensi reliability (reliabilitas, kehandalan)
a. Menurut bapak, apakah petugas/pegawai telah memberikan pelayanan yang
baik, dan benar (akurat0 ?
b. Menurut bapak, apakah dalam melakukan pelayanan setiap pegawai sudah
mempunyai Standar atau prosedur pelayanan?
4. Dimensi assurance (kepastian)
Menurut bapak, apakah pegawai yang memberikan pelayanan bisa memben
jaminan dan kepastian akan kepuasan saudara?
5. Dimensi empathy terhadap indikator pelayanan
a. Menurut bapak bagaimanakah empati pegawai/petugas terhadap saudara??
b. Menurut bapak, pelayanan yang diberikan petugas/pegawai sesuai dengan
harapan bapak?

Pedoman Wawancara kepada Birokrat terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi Kualitas pelayanan Publik

. Masyarakat merasa kurang nyaman terhadap fasilitas kantor seperti tidak adanya

pendingin ruangan, ruang tunggu, media informasi, bagaimana menurut bapak?

2. Apakah penyebab belum tersedianya fasilitas yang diharapkan masyarakat?

3. Masyarakat merasa kecewa terhadap pelayanan baik pelayanan kantor maupun
pelayanan pernikahan terutama petugas nikah/penghulu, bagaimana menurut
pendapat bapak?

4. Bagaimanakah skill (kompetensi) pegawai yang ada di kantor ini?

5. Bagaimanakan kesempatan untuk meningkatkan skills pegawai?

6. Masyarakat kecewa terhadap prosedur yang ada untuk mendapatkan buku nikah

setelah pernikahan, terhadap pelayanan yang adil, biaya pemikahan, prosedur

pelayanan nikah, bagaimanakah sistem dan prosedur pelayanan tersebut pada

KUA Kecamatan Karimun?



417 por

Lampiran 2:
Transkrip Jawaban Hasil Wawancara terhadap masyarakat

1. Responden mengatakan bahwa ruangan terasa panas, tidak ada kipas, apalagi
sore hari kantor menghadap sinar matahari. Seperti yang bapak rasakan
sekarang, panas dan sumuk, sudah seharusnya ruangan ini ada kipas atau AC
agar kami terasa nyaman” (hasil wawancara tanggal 19 September 2016)
Responden mengatakan bahwa diaa merasa bosan dan jenuh mas, dalam
ruangan ini, karena tidak ada media informasi seperti di kantor-kantor lain.
Disana ada televisi yang dapat di nikmati ataupun majalah yang dapat dibaca.
sama aja mas dengan ruang tunggu, cuaca cukup panas, karena hanya 1 (satu)
kipas yang tidak berfungsi dengan baik, kipas tidak bisa geleng-geleng” (hasil
wawancara tanggal 19 September 2016).

2. Responden mengatakan bahwa penampilan pegawai cukup rapi dengan
seragam kantor putih hitam yang lengkapi dengan atribut (badge name).

3. Responden mengatakan bahwa, saya datang ke kantor KUA Karimun pukul
13.15 dan petugas yang akan saya temui belum ada, padahal ada hal yang akan
saya tanyakan ke kantor KUA itu, sementara petugas yang lain tidak
memahami apa yang saya tanyakan, mau gak mau saya harus nunggu sampai
petugas datang”. (wawancara tanggal 22 September 2016

4. Responden mengatakan bahwa, kami datang jauh menyebrang laut, dari pulau
seberang untuk mengurus persyaratan pemikahan saudara kami, tetap:
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, kurang peduli dan
lambat”. (hasil wawancara pada tanggal 18 September 2016
kami datang jauh menyebrang laut, dari pulau seberang untuk mengurus
persyaratan pernikahan saudara kami, tetapi pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan harapan, kurang peduli dan lambat”. (hasil wawancara pada
tanggal 18 September 2016

5. Responden mengatakan bahwa akad nikah sudah ditentukan pukul 09.00 WIB,
ternyata pak KUA datang pukul 09.30 WIB. Keluarga semua sudah kumpul,
kami cemas. Jadwal sudah disepakati kok belum datang datang juga.” (hasil
wawancara pada tanggal 18 Agustus 2016
Responden mengatakan bahwa adik saya telah melaksakan pernikahan, namun
belum mendapat buku nikah, padahal adik saya memeriukan buku nikah itu
untuk pengurusan administrasi kependudukan dan yang lainnya”. (hasil
wawancara tanggal 6 Juni 2016

6. Responden mengatakan bahwa saya pernah mengurus tentang persyaratan
tentang wali nikah terhadap calon pengantin yang sudah tidak mempunyai
orang tua (yatim piatu). Dan saya mendapat jawaban yang kurang memuaskan
dari staf, kemudian saya dibawa ke ruang Kepala, mendapat penjelasan dari
Kepala KUA saya baru mengerti” (hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus
2016
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7. Responden mengatakan bahwa petugas kasar sekali dalam melayani kami,
menjelaskan sambil marah-marah, tidak sopan dan jutek (tidak ramah), saya
kecewa atas pelayanan yang diberikan pegawai tesebut, hanya karena data
orang tua yang tidak cocok™. (wawancara pada tanggal 7 oktober 2016
Responden mengatakan bahwa pelayanannya tidak adil pak, saat saya sedang
menunggu pelayanan, ada bapak-bapak yang nylonong masuk ruangan,
sepertinya petugas mengenali, dan langsung dilayaninya. Seharusnya petugas
tidak melayaninya, dan mempersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu,
sebelum urusan kami selesai”. (wawancara tanggal 19 Agustus 2016

Transkrip Jawaban Hasil Wawancara terhadap Birokrat:

1. Responden mengatakan bahwa seperti yang bapak lihat bahwa di KUA Kec.
Karimun terdapat 4 (empat) ruangan, dan hanya terdapat 2 (dua) kipas angin,
itu pun kondisi kipas sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sungguh
keadaan ini sangat menganggu kinerja kami. Jika masyarakat merasa tidak
nyaman dengan keadaan kantor kami, kami memakluminya”. (hasil wawancara
pada tanggal 28 September 2016)

2. Responden mengatakan bahwa anggaran operasional kantor kami sangat kecil,
bagaimana kami bisa membeli dan merawat sarana kantor dengan optimal.
Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan harus dibagi dengan honor
pramubhakti, biaya perjalanan dinas, dan operasional kantor lainnya, sehingga
kami sangat kesulitan untuk memenuhi fasilitas kantor. Kami juga
mengkawatirkan jika terjadi pencurian terhadap aset-aset kantor terutama buku
nikah. Jika hal ini terjadi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab”. (hasil wawancara pada tanggal 28 September 2016)
Responden mengatakan bahwa kalo listrik sudah mati, kami gak bisa kerja,
menginput data, apalagi mencetak laporan, buku nikah dan sebagainya.
seandainya ada genset pekerjaan bias lancer kembali” (wawancara tanggal 28
Agustus 2016)

3. Responden mengatakan bahwa kami maklum pak kalau masyarakat kecewa,
pegawai disini sangat sedikit pak, hanya 3 (tiga) orang. Jumlah pegawai yang
tidak ideal untuk melaksanakan pekerjaan kantor dan rata-rata di KUA yang
lain juga begitu, bagaimana kami bisa optimal dalam pelaksanaan tugas
pelayanan. Selain tugas nikah, kami juga melaksanakan tugas-tugas lain, zakat,
wakaf, keluarga sakinah, haji, koordinasi linta sektoral dan lain-iain:.
Wawancara tanggal 3 Oktober 2016.

Responden mengatakan bahwa tidak semua daya tanggap pelayanan kami
rendah kadang-kadang masyarakat sendiri datang ke kantor tanpa membawa
dokumen yang lengkap.

Masyarakat sering mengeluh kalau pelayanan kami tidak bagus, lambat, tidak
akurat dan sebagainya. Hal sering terjadi karena masyarakat kurang jelas atau
tidak paham dalam menerima informasi sehingga terjadi tidak lengkapnya
dokumen yang dibawa ke kantor. Jadi masyarakat harus bolak balik ke kantor.
(hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2016
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Responden mengatakan bahwa seperti bapak ketahui bahwa jumlah pegawai di
sini sangat sedikit. Sementara volume kerja kami sangat banyak, tugas kami
selain urusan pernikahan juga mengurusi tentang kemasjidan, zakat, wakaf,
keluarga sakinah, perhajian, dan juga koordinasi lintas sektoral. Tugas tersebut
terpaksa harus kami rangkap, jika kami berhalangan hadir di kantor maka
pelayanan juga tertunda. Kami berharap ada tambahan pegawai dalam
pengangkatan pegawai ke depan”. (hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2016)

Responden mengatakan bahwa memang benar kadang kadang kami tidak dapat
melaksanakan tugas kepenghuluan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,
hal ini dikarenakan keterbatasan penghulu (SDM) dalam melaksanakan akad
nikah. Seharusnya ada penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
(P3N), schingga jika kepala berhalangan atau berbenturan jadwal nikah, dapat
digantikan dengan petugas tersebut”. Hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2016
. Responden mengatakan bahwa staf kami pendidikan dasarnya bukan Sarjana
Agama Islam, jadi kalau ada problem tentang Syariah Islam, ya harus melalui
saya (kepala). Itu pun jika saya pas dinas kantor, kalau sedang dinas luar atau
kepentingan lain di kantor,tidak bisa terlayani”. (wawancara tanggal 3 Oktober
2016)

. Responden mengatakan bahwa saat ini kami memperoleh pengetahuan
pelayanan nikah melalui konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, forum
grop kepenghuluan sebenarnya kami sangat berharap ada kesempatan untuk
memperoleh pendidikan lanjutan untuk meningkatkan wawasan, kemampuan
dan pengetahuan kami. (hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2016)

. Responden mengatakan bahwa memang benar bahwa buku nikah diberikan
kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah dilaksanakan. Dan
kami kami memaklumi jika ada masyarakat yang tidak puas terkait penyerahan
buku nikah. Buku nikah sah jika ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan,
kemungkinan belum diserahkan buku nikah tersebut, adalah kepala KUA tidak
menghadiri/tidak berada ditempat (dinas luar, cuti, izin dll) dan pelaksana
harian (Plh) tidak dibenarkan untuk menandatangani buku nikah atau buku
nikah tidak bisa dicetak karena mati listrik”. Hasil wawancara tanggal 10
Oktober 2016.

Responden mengatakan bahwa pada prinsipnya kami berusaha dalam
memberikan pelayanan tidak pandang bulu baik pelayanan kepada masyarakat
biasa maupun para birokrat atau pejabat yang kita kenal. Namun kenyataannya
memang sulit diterapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan fungsi
koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Faktor hubungan emosional
lintas sektoral, kedekatan dan saling mengenal pribadi membuat pelayanan
terjebak dalam diskriminasi’ (hasil wawancara tanggal 10 oktober 2016).
Responden mengatakan bahwa biaya nikah sudah diatur dalam peraturan tetapi
masyarakat belum tahu tentang itu, ada perbedaan biaya nikah di luar kantor
dan di dalam kantor, biaya nikah di kantor pada saat jam kerja dan diluar jam
kerja. Masyarakat taunya nikah gratis mas. Masyarakat yang mengetahui biaya
nikah gratis, kadang-kadang ada juga masyarakat yang memberi uang sekedar
ucapan terima kasih atas pelaksanaan nikah. Bahkan yang sering terjadi mereka
(masyarakat) dalam pengurusan pernikahan memakai jasa orang lain (calo)”.
(wawancara tanggal 10 Oktober).
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Responden mengatakan bahwa memang benar pak, saat ini belum terpasang
alur pelayanan nikah hal terkait dengan anggaran yang tersedia

Responden mengatakan bahwa prosedur pelayanan nikah masih panjang,
diantaranya melengkapi persyaratan Model N1 dari Kelurahan, model N3,
membayar biaya pemikahan di bank (bagi masyarakat yang nikah di luar balai
nikah), rekomendasi nikah dari KUA kecamatan” (wawancara tanggal 10
Oktober 2016)
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Lampiran 3 : Formulir Model N7

L ampiran PMA : No. 11 Tahun 2007
- PasalSavat (1) -~

Moedel : N-7
Lampiran :...lembar 20,
Perihal : Pemberitahuan
Kehendak Nikah Kepada Yth.

Pegawai Pencatat nikah pada
KUA Kecamatan/Pembantu PPN

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan

pernikahan antara ............cccoecvvecereiciinienceien dengan ... pada
hari e tanggal ... JAM e, dengan
MAS  KAWID ittt dibayar tunai/hutang*)
bertempat di ..coover e
Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :
I. Surat Keterangan Untuk Nikah . model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul | . model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai . model N3
4. Surat Keterangan Tentang orang Tua . model N4
5. *) Surat lzin Orang Tua . model N5
6. *) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri . model N6
7. Foto Copy KK + KTP SO }
8. Foto Copy ljazah & Akte Kelahiran G )
9. Surat Imunisasi/TT dari Puskesmas/Bidan  (................. }
10.Gambar vkuran 2*3 =8 Lbr/4*6¢=21{br (.............. y3*4 =2
11.Wali (o )

Hanya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Wassalam
Diterima tanggal ...l Y ang memberitahukan,
Calon mempelai/wali/wakil wali*)
Yang menerima,
PPN/Pembantu PPN*)

*}  coret yang tidak perlu
**) nama lengkap

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat suinpah jabatan dan untuk
digunakan seperlunya.

* } nama lengkap

1

'
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Lampiran 4: Formulir Model N4

Model : N-4
KANTOR DESA/KELURAHAN © ..., !
KECAMATAN O ‘
KABUPATEN/KOTA PPN
SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA
Nomor: .............. e
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
I. 1. Nama lengkap dan Bin e e e e
2.NIK KTP L e s
3. Tempat tanggal lahir NSO PP
4. Warga negara O P e
S. Agama T OO U
6. Pekerjaan T U
7. Tempat tinggal PO UPUPPU
I 1.Namalengkap dan Binti ... ...
2.NIK KTP e e
3. Tempat tanggal lahir L e e
4. Warga negara S P
5. Agama R P
6. Pekerjaan L e
7. Tempat tinggal e e
adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari :
1. Nama lengkap e e
2. Tempat tanggal lahir O PU PP
3. Warga negara Tl PP PPN
4. Jenis Kelamin U UPRUP PR
5. Agama e
6. Pekerjaan OO RO
7. Tempat tinggal O RO e

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk
digunakan seperlunya.

* )nama lengkap
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